
 
PEMERINTAH KOTA BONTANG 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

Jl. Bessai Berinta Gedung Graha Taman Praja Blok II Lantai II Kelurahan Bontang Lestari Kode 
Pos 75325 

 

SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

NOMOR : 12 Tahun 2024 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN 

DI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN LKPP 

 

 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

 

 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka input, identifikasi dan pemaketan di 

aplikasi SiRUP LKPP untuk memfasilitasi pelaksanaan rencana 
umum pengadaan/RUP barang/jasa Pemerintah di Dinas 
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, perlu 
membentuk tim; 
 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran 
tentang Pembentukan Admin Rencana Umum Pengadaan/RUP; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Megara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843); 

 
 
 



 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pengembangan SiRUP; 
 

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
melalui Penyedia; 

 
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

 
8. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Penjelasan Indeks Tatakelola Pengadaan Minimal Baik sebagai 
Aspek Indikator antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi; 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Admin Rencana Umum Pengadaan/ RUP pada Aplikasi 

SiRUP LKPP, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Keputusan ini; 
 

KEDUA : Admin RUP di Aplikasi SiRUP LKPP sebagaimana dimaksud diktum 
KESATU bertugas; 
a. Mengoperasikan Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan/SiRUP LKPP; 
b. Membuat Paket Penyedia, Swakelola dan Penyedia dalam 

Swakelola 
c. Membantu PPK dalam melakukan identifikasi pemaketan RUP 

atau menginput manual paket RUP apabila pendelegasian 
pekerjaan telah dilakukan oleh PPK pada SiRUP LKPP. 

 
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Admin wajib berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya 
kepada Pejabat Pembuat Komiten/PPK; 
 

KEEMPAT 
 
KELIMA 

:  
 
:  

 
Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bontang; 
 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Bontang 

Pada tanggal :   2 Januari 2024 

 

Kepala Dinas, 

 

 
 

dr. Bahauddin, MM 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196510211998031002 

  



 

 

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga 
Berencana Kota Bontang 

Nomor : 12 Tahun 2024 
Tanggal :  2 Januari 2024 
Tentang : Pembentukan Admin Rencana Umum Pengadaan/ RUP pada di Sistem Informasi 

Rencana Umum Pengadaan LKPP 

 

 

NO NAMA DAN NIP/NIK* 

(*NIK Jika TKD yang ditunjuk jadi admin 

RUP) 

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

1 Zulhaidah Bahar, S.Pd 

NIK. 6474016504930004 

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan 

Pemberdayaan Perempuan 

2. Program Perlindungan Perempuan 

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender 

Dan Anak 

5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 

6. Program Perlindungan Khusus Anak 

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

8. Program Pengendalian Penduduk 

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana 

(Kb) 

10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera (Ks) 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bontang 

Pada tanggal :   2 Januari 2024 

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana, 

 

 

 
dr. Bahauddin, MM 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196510211998031002 

 

 


